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Sambulan

Ketua Prodi Ilmu Agama Islam
Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Segala puji hanya milik Allah

't. semata. Shalawat
beriringsalam dihaturkan ke haribaan

B membawa umatnya [ kegelapan [l

dunia pengetahuan [} terang-benderang.

B usil figh merupakan salah satu disiplin ilmu
terpenting dalam kajian hukum Islam serta merupakan ilmu
pokok yang dipelajari pada Program Studi [lmu Agama Islam
(IAI) Konsentrasi Figh Modern, Pascasarjana Universitas
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Ilmu ini penting
bukan hanya dalam mengemukakan dalil hukum syariat,
melainkan juga pada menjelaskan alasan serta penalaran
(reasoning) hukum Islam.

Buku ini merupakan hasil kumpulan makalah belajar
mahasiswa pascasarjana S2 Prodi IAl Konsentrasi Figh
Modern dalam mata kuliah Ushul Figh-Il. Saya menyambut
baik dan berterima kasih atas usaha, ikhtiar dan ketekunan
semua rekan mahasiswa dalam penyiapan makalah hingga
perbaikannya. Demikian pula terima kasih yang tak terhingga
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kepada Dosen Pengasuh mata kuliah yang dengan tekun
membimbing dan mensupervisi hingga karya mahasiswa ini
dapat dihasilkan dan diterbitkan.

Semoga ikhtiar ilmiah ini memberi manfaat bagi para
pengkaji dan pemerhati studi hukum keislaman khususnya
dan khalayak pembaca umumnya.

Banda Aceh, 20 Februari 2021

Dr. Luziana Uce, S. Ag, M. Ag
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Fengantar

Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry

Segalah dipanjatkan [
B nikmat [ dianugerahkan-Jl}. Shalawat

beserta salam tak lupa disanjung sajikan kepada Baginda
Rasulullah Saw. beserta keluarga dan Shahabatnya sekalian.

Dalam studi ilmu keislaman, disiplin ilmu usul figh
menempati posisi mulia di antara pelbagai disiplin ilmu
lainnya, sebab ilmu ini mengkaji tentang dalil hukum syariat
yang semuanya berpulang pada dua sumber utama, yaitu Al-
Qur'an dan Sunnah.

Tidak hanya terbatas pada penemuan dalil hukum
syariat, ilmu ini selanjutnya juga menjelaskan pada proses
penggalian hukum dari dalil (lebih dikenal dengan istilah
istinbat) serta prasyarat yang mesti dipenuhi oleh seorang
mujtahid agar bisa melakukan proses istinbat dan ijtihad
tersebut. Melalui proses ilmu usul figh lah, penetapan produk
hukum figh dapat dihasilkan.

Buku ini penting bukan saja memuat tentang persoalan
dalil hukum syariat (qatT dan zanni); juga permasalahan
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tentang pengertian hukum syara’; pengertian dan batasan
ijtihad, ittiba” dan taqlid; serta penalaran dalam usul figh,
baik berupa al-bayani, al-ta’liliy dan al-istislahiy. Untuk
melengkapinya, buku ini turut menghadirkan pula contoh
dari al-maslahah al-mursalah dan sadd al-dzardi’ beserta
diskusi mengenainya.

Kehadiran buku ini sangat penting, bukan saja memuat
isu-isu utama dalam kajian ushul figh, melainkan juga dibahas
secara runut dan sistematis, sehingga mudah dipahami bagi
yang ingin mempelajari dan mendalaminya.

Di samping itu, penyiapan buku ini juga telah melalui
proses diskusi dan pembahasan mendalam selama
pembelajaran pada mata kuliah Ushul Figh. Buku yang
ditulis oleh mahasiswa pascasarjana S2 Prodi [lmu Agama
Islam (IAI) Konsentrasi Figh Modern Pascasarjana UIN Ar-
Raniry Banda Aceh tahun 2020 ini diharapkan dapat mengisi
senarai kepustakaan kajian usul figh, khususnya bagi kampus
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Aceh, dan di
Indonesia pada umumnya.

Atas segenap usaha, semangat dan ikhtiar yang
telah dilakukan, semoga menjadi amal jariyah yang tetap
memberikan kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan,
kelembagaan dan tentu bagi kemanusiaan.

Banda Aceh, 22 Februari 2021

Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA
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EDITOR

Dr. Husni Mubarrak A. Latief Lc., MA

Ilmu yang Mempertanyakan Apa dan Bagaimana

Bila kita ditanyai orang, apa yang khas dari ilmu usul
figh itu? Apa pula yang menjadi fokus kajiannya? Mengapa
disiplin ilmu ini memiliki arti begitu penting dalam senarai
tradisi keilmuan Islam klasik? Sederet jawaban mungkin akan
dengan mudah diberikan untuk menjawab berbagai pertan-
yaan sederhana ini, walau menukik. Namun kerap pula jawa-
ban yang diberikanitulebih sering “mengaburkan” ketimbang
“menjelaskan”. Sebab penjelasan mengenai apa usul figh itu
acap bercampur dengan pengertian figh, padahal masing-ma-
sing disiplin ilmu ini memiliki ranah dan objek kajiannya ma-
sing-masing yang saling berkait satu sama lain, namun tetap
berbeda wilayah domainnya.

Salah satu warisan penting yang diajarkan oleh ilmu
logika (mantig)—walau hal ini kerap diabaikan pada masa
sekarang—adalah bagaimana kita sebisanya memberikan
definisiatau takrifan atas suatu istilah (terminologi) itu dalam
bahasa singkat, padat dan lugas, atau lebih dikenal dengan is-
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tilah jami” mani’ (inclusive-exclusive). Begitu pula halnya den-
gan pendefinisian usul figh itu. Sejatinya, dalam bahasa yang
cerdas dan lugas, bisa mendefinisikan hal tersebut dengan
“memasukkan unsur yang memang dirasa perlu” (jami’) serta
“mengeluarkan hal-hal yang tak penting” (mani’).

Tentang definisi usul figh sendiri, ada banyak takri-
fan yang telah diberikan. Dari sekian takrifan itu, barangkali
definisi yang diberikan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi (w. 685 H./
1292 M.) sesuatu yang sangat boleh dianggap jami’ mani’ un-
tuk menggambarkan pengertian dan ruang lingkup usul figh.
Dalam karyanya yang tersohor, Minhaj al-Wusul ila ‘Ilm Usul,
Al-Baydawi mentakrifkan usul figh itu sebagai “pengetahuan
akan dalil figh secara global, memahami proses penggalian
hukum dari dalil (istinbat)-nya, serta mengetahui prasyarat
kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (untuk
berijtihad)” (ma’rifat dala’il al-figh ijmalan, wa kayfiyyatul
istifadati minha, wa hal al-mustafid). Karenanya, usul figh
sering diartikan sebagai Islamic legal reasoning.

Lewat pengertian di atas, Al-Baydawi sebenarnya ingin
menerangkan bahwa apa yang diurusi usul figh tidak akan ke-
luar dari proses pencarian dalil, Metodologi istinbat-nya serta
kualifikasi yang harus dipenuhi oleh mujtahid yang melaku-
kannya. Secara sederhana, tidaklah berlebihan, bila dikatakan
usul figh itu senantiasa mempertanyakan “apa” (dalilnya) dan
“bagaimana” (istinbat-nya). Di sini, selain berfungsi untuk
mencari, menfasirkan dan menganalisa dalil, usul figh juga
berperan sebagai ilmu how to dalam menerangkan Metodolo-
gi apa yang dipakai dalam penetapan hukum oleh seorang
mujtahid. Begitu lebih kurang sederhananya.
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Karena usul figh itu memiliki arti yang sedemikian
penting dalam menjelaskan jalan dan Metodologi yang dipak-
ai dalam membangun logika hukum Islam, Khaled M. Abou El-
Fadl, seorang Guru Besar dan ahli Hukum Islam asal Kuwait
di Kampus UCLA, California, Amerika Serikat, pernah secara
mendalam mengkritisi fatwa-fatwa keagamaan yang dihasil-
kan oleh lembaga fatwa keagamaan, namun acap kesimpulan
hukum fatwa yang dibuatnya tanpa dibekali proses penalaran
mendalam. Seakan cukup dengan mengutip beberapa ayat
atau potongan hadits Nabi Saw. untuk dijadikan sebagai huj-
jah dan dalil, maka selesai perkara! Penafsiran yang cender-
ung litterlijk ini pun kian mengemuka, pada gilirannya kesim-
pulan hukum yang dibuat cenderung miskin analisa (tahlil)
dan kurang menghiraukan pembacaan dalil secara utuh dan
menyeluruh.

Abou El-Fadl sendiri melakukan penelitian itu dalam
masa yang tidak terbilang singkat, selama lebih kurang lima
tahun lamanya hingga beliau kemudian berhasil menerbit-
kan hasil pemikiran melalui serangkaian karyanya.' Intinya,
Abou El-Fadl mengkritisi sikap lembaga fatwa atau otoritas
keagamaan lainnya yang dengan mudah dan serampangan,
bahkan menjurus kepada penafsiran otoritarian, jauh dari
pemahaman yang otoritatif. Abou El-Fadl menaruh perhatian
besar pada pemikiran hukum Islam, khususnya terkait penaf-
siran ayat atau hadits mengenai gender. Dalam temuan pene-
litiannya, didapati banyak fatwa keagamaan yang dihasilkan
oleh otoritas keagamaan tidak cukup otoritatif, karena hanya
bersandarkan pada ayat atau hadits Nabi Saw. yang dijadikan
sebagai dalil, tanpa perlu melalui suatu proses nalar berfikir
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mendalam guna memahami dalil dan menjelaskannya dengan
konteks di mana hukum diterapkan. Lebih disayangkan lagi,
penafsiran yang dihasilkan cenderung otoriter ketimbang
otoritatif, terutama terkait penafsiran ayat atau hadits gender.
Singkatnya, dalam bahasa Abou El-Fadl, kelemahan metodol-
ogis (usul figh) secara umum sedang mewabah dalam diskur-
sus hukum Islam kontemporer:

Sisi kelemahan metodologis ini pula yang membuat
Abou El-Fadl gusar dan geram. Bagaimana bisa suatu dalil
syariat menunjukkan makna kepada suatu persoalan secara
langsung (direct), pasti dan tertentu. Bukankah wilayah syar-
iat adalah divine, sementara pemahaman dan penafsirannya
adalah human; hasil ijtihad; bisa jadi benar dan boleh jadi
salah. Namun banyak fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas
maupun lembaga keagamaan terkait persoalan gender itu
mengabaikan hal ini, bahkan cenderung mengklaim demikian
penfasiran yang dimaksudkan dan begitu yang pasti diharap-
kan.

Persoalan penafsiran yang cenderung otoriter, sim-
plistis, dan mudah menyederhanakan ini sepertinya memang
sedang mewabah dan menjadi fenomena jamak yang bisa
dijumpai dalam kehidupan keagamaan kita sekarang. Acap-
kali jika terjadi suatu peristiwa tertentu, maka dengan mu-
dah tinggal langsung mengutip ayat atau hadits berkenaan
untuk dijadikan sebagai pembenaran (justifikasi). Mimbar
ceramah dan panggung tawsiyah pun mendapatkan tempat-
nya. Bahkan tidak jarang untuk menguatkan pandangannya
ini, dibenarkan lagi dengan menambahkan unsur pendukung
peristiwa lain yang mirip, dan bukannya didasarkan pada ja-
lan Metodologi ilmiah maupun penafsiran analitik mendalam.
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Pada gilirannya, hal tersebut lebih mirip upaya cocoklogi
ketimbang berdasarkan suatu upaya metodologis yang bisa
dipertanggungjawabkan.

Il

Terkait perlunya kehati-hatian dalam memahami dalil
syariat yang tidak boleh dipahami secara litterlijk, apalagi ser-
ampangan, bahkan harus didukung dengan landasan metodol-
ogis yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, tokoh pe-
mikir sekaligus ulama magqasid asal Maroko, Ahmad Raisuniy,
sudah mengingatkan sejak lama bahwa dalam membaca dalil
syariat (ayat Al-Qur’an atau hadits Nabi Saw.) tidaklah cukup
dipahami secara zahir semata. Memang pemahaman dan pe-
maknaan kebahasaan adalah langkah awal yang membantu
kita dalam memahami dalil, tapi masih ada tahapan lain beri-
kutnya: berupaya mencari ‘illat (rasio legis) di balik peneta-
pan hukum, bahkan lebih dari itu, kemampuan menangkap
pesan dan prinsip umum yang dikandung dalil syariat untuk
kemudian memulangkannya kepada prinsip bahwa hukum
yang ditetapkan itu mestilah memenuhi kemaslahatan dan
menghindari kemudaratan.

Raisuniy (2014: 12-17) dalam hal ini kemudian men-
contohkan ayat Al-Qur'an mengenai pelarangan memakan
riba (aklu al-riba). Apa makna dari memakan riba di sini? Apa
pula yang dimaksud dengan makan riba? Sebab jika perha-
tian kita hanya tertumbuk pada makna zahir lafadz, riba bu-
kanlah sesuatu yang dimakan, dan tidak bisa pula dimakan
layaknya bahan makanan lain. Maka di sini, pemaknaan se-
cara kebahasaan tidaklah memadai, melainkan butuh kepada
tadabbur, memahami garinah, bahkan penting pula mengerti
konteks (siyaq) tentang hal dan situasi apa kala dibicarakan.
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Maka ayat pelarangan memakan riba tadi, bisa diturunkan
penjelasannya ke dalam sejumlah pemaknaan: pertama, jan-
gan kamu memakan dan jangan pula memperoleh makanan-
mu dari harta yang ditempuh dengan jalan riba; kedua, pe-
nyebutan “makan” adalah ungkapan lain dari konsumsi
(istihlak), maka di sini berarti jangan kamu konsumsikan se-
luruh nafkah hidupmu dari harta riba, baik makanan, minu-
man, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya; ketiga, jangan-
lah kamu mengusahakan sedikitpun kebutuhanmu dari harta
riba: tidak mengelolanya, tidak bertransaksi dengannya, tidak
berbelanja dengannya, dsbnya.

Begitu pula halnya dengan pemahaman dan penafsiran
ayat Al-Qur’an yang lain, seperti penegasan firman Allah Swt,,
“Diharamkan (hurrimat) bagi kamu bangkai, darah, daging
babi” (Q.S. Al-Maidah: 3). Apa maksud dari kata diharamkan
di sini? Sebab ketika memahami kata “diharamkan’, boleh jadi
dipahami menjadi haram melihatnya; haram menyentuhnya;
haram menggunakannya; haram memilikinya; maka haram
bagaimana yang dimaksud? Bagaimana pula kita menjelas-
kan makna diharamkan (hurrimat) dalam firman Allah Swt.
yang lain, “Diharamkan (hurrimat) bagi kamu ibu kamu, anak
perempuanmu, saudara perempuanmu...” (Q.S. An-Nisa": 23).

Sekali lagi, pemaknaan secara zahir nas di sini tidak
lah cukup, melainkan butuh kepada tadabbur, memahami
garinah, bahkan penting pula mengerti konteks (siyaq) ten-
tang hal dan situasi apa kala dibicarakan. Dengan kata lain,
dalam bahasa Raisuniy, penting untuk memahami terlebih
dahulu menangkap maksud makna ayat atau hadits (maqasid
al-khitab) sebelum menangkap maksud hukumnya (magqasid
al-ahkam).
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Sejurus setelah penggunaan pemaknaan kebahasaan
atas dalil syariat dilakukan, barulah kemudian ditempuh
upaya mencari alasan atau ‘illat (rasio legis) dari penetapan
suatu hukum. Dalam konteks dalil hadits Nabi Saw. mengenai
isbal (memakai pakaian atau celana yang tidak melewati mata
kaki): apakah pelarangannya itu memang harus sesuai bunyi
teks hadits, artinya tidak boleh sama sekali pakaian menutupi
mata kaki? ataukah ada alasan lain yang melatari pelarangan
hal tersebut, misalkan karena adanya faktor sombong dan an-
gkuh? Jadi dalam konteks ini terang diperlukan penelaahan
lebih mendalam untuk tidak memahami dalil syariat secara
sederhana dan apa adanya.

Demikian pula halnya dalam konteks hadits Nabi
Saw. yang lain, di mana disebutkan bahwa praktik berbekam
(hijamah) dapat membatalkan puasa. Satu pertanyaan mesti
diajukan di sini: apakah berbekam ketika berpuasa itu yang
dilarang karena hal demikian memang dapat membatalkan
puasa? Ataukah ada faktor lain yang melatari terbitnya had-
its tersebut sehingga kenapa kemudian dinyatakan berbekam
dapat membatalkan puasa? Hal ini penting disebutkan, se-
bab tidak cukup hanya mengerti harfiyah hadits, melainkan
juga mesti telaten memahami sabab wurud hadits untuk
mendapatkan gambaran luas akan konteks kenapa berbekam,
seperti disebutkan dalam hadits Nabi Saw. itu, dapat mem-
batalkan puasa.

Di sinilah letak penting dan mulianya ilmu wusul figh
agar kita tidak mudah-mudah memahami dan menafsirkan
dalil syariat secara litterlijk atau pemaknaan harfiah saja, lalu
secara tergesa dan buru-buru kemudian menetapkan suatu
hukum. Sebab melalui usul figh, akan ditempuh beberapa
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langkah penalaran terlebih dahulu: mulai dari mencari pe-
maknaan secara kebahasaan (al-bayani). Bila tidak tertam-
pung dengan penalaran kebahasaan ini, dilanjutkan dengan
upaya mencari ‘illat (rasio legis) di sebalik penetapan suatu
hukum (lebih dikenal dengan penalaran al-ta’lil). Dalam upa-
ya mencari 7llat hukum itu pun, harus lebih berhati-hati, se-
bab ada beberapa hal yang mirip dengan ‘illat, seperti sabab,
hikmah, maqasid, dan maslahat, yang masing-maisng istilah
ini memiliki muatan dan konsekuensinya tersendiri secara
logika (baca: memiliki pengertian dan cakupan masing-ma-
sing yang jami’ mani’ dalam usul figh, berbeda satu dan lain-
nya).

Manakala upaya mencari rasio legis sudah dilakukan,
terhadap permasalahan hukum yang tidak memiliki sandaran
nas syariat yang bisa dikaitkan secara langsung, maka baru
ditempuh upaya memulangkannya kepada prinsip umum
syariat bahwa hukum syariat Islam pada dasarnya bertujuan
mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan
(penalaran al-istislahi). Maka dalam konteks ini, diusahakan
sebisanya menetapkan hukum yang berlandaskan kepada

keadilan, hikmah dan kemaslahatan serta menjauhi kemuda-
ratan (Al-Duwailiby, 1995).

Setelah melalui pergumulan pencarian dalil syariat,
proses penalarannya dan istinbat-nya, barulah kemudian
kesimpulan hukum figh dapat dihasilkan. Karenanya pula,
tidaklah mengherankan, jika keputusan hukum figh berbeda
satu dan lainnya, karena berbedanya jalan, Metodologi usul
figh danijtihad yang dilakukan. Dengan kata lain, figh, seperti
didefinisikan oleh Imam Asy-Syairadzi (393-476 H.) dalam
karyanya, al-Luma’ fi Usul Figh, adalah pengetahuan tentang
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hukum syariat praktis yang diperoleh dengan jalan ijtihad
(ma’rifat al-ahkam al-syar’iyyah al-‘amaliyyah al-lati tariquha
al-ijtihad).

II1

Bagiyangingin serius mendalami dan menekuni perde-
batan hukum figh Islam dengan tinjauan pendapat dan pan-
dangan beragam madzhabnya, barangkali karya agung Ibnu
Rusyd (520-595 H./1126-1198 M.) yang bertajuk Bidayatul
Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid merupakan salah satu karya
penting yang sangat layak untuk direkomendasikan. Selain
ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami, Ibnu Rusyd juga
menuliskan karyanya itu secara runut dan sistematis.

Dalam menjelaskan perdebatan hukum Islam atau
hukum figh pada umumnya, satu hal yang kerap luput dari
perhatian bersama adalah pada menjelaskan penalaran hu-
kum (legal reasoning) yang melatari penetapan suatu hukum
oleh seorang faqih dalam satu madzhab tertentu. Akibatnya,
proses pemahaman dan pembelajaran kerap tertumbuk pada
menghafal atau mengingat pendapat atau ijtihad ulama ter-
tentu saja, tanpa sanggup menjelaskan latar belakang atau
alasan pertimbangan, maupun argumen yang dipakai dalam
penetapan hukum tersebut. Lebih jauh, jadilah pembelaja-
ran studi hukum Islam yang sebenarnya menarik untuk terus
dikaji dan ditelaah, terhenti hanya pada mengingat putusan
atau pendapat ulama dalam madzhab tertentu, bukan pada
penjelasan dan peninjauan alasan hukum rasional yang mela-
tarinya.

Terkait hal ini, karya Ibnu Rusyd tadi, sangat layak
dijadikan contoh bagaimana dalam menyelesaikan masalah
hukum Islam adalah terlebih dahulu dengan mengidentifi-
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kasi masalah yang dihadapi secara baik dan tepat (tasawwur
mas'alah); lalu menjelaskan duduk perkara yang disepakati
(tahrir mahall wifaq dan perkara yang diperselisihkan (tahrir
mahall niza’) dalam hal pendapat di antara fuqaha; sebab ter-
jadinya perbedaan pendapat (asbab ikhtilaf); menjelaskan
dalil yang dipakai masing-masing madzhab; hingga menjelas-
kan buah atau dampak yang ditimbulkan dari perbedaan
pendapat fuqaha dalam suatu masalah tertentu (al-atsar al-
mutarattab).

Penjelasan mengenai dalil, indikasi dalil (wajhu
dalalah) serta cara berhujjah dan ber-istidlal yang dipakai
masing-masing madzhab itulah yang membuat karya I[bnu
Rusyd itu menjadi penting, sehingga siapapun yang memba-
canya akan sangat terbantu dan mudah memahami hal-ihwal
perbedaan pendapat di kalangan fugaha madzhab. Sung-
guhpun secara afiliasi, Ibnu Rusyd lebih condong mengikuti
madzhab Maliki, sebagaimana yang ramai dianut dan diikuti
masyarakat Muslim di Andalusia dan Afrika Utara pada ma-
sanya, namun lbnu Rusyd berhasil merangkum pendapat
dari berbagai madzhab sehingga karyanya itu berkontribusi
besar dalam pengenalan apa yang kemudian dikenal dengan
istilah figh mugqaran (fikih perbandingan madzhab), suatu
genre penulisan kitab fikih yang juga ramai ditekuni oleh ula-
ma yang hidup semasa dengannya, seperti ditunjukkan oleh
Imam al-Kasani (w. 578 H./ 1191 M.) dari madzhab Hanafi,
melalui karyanya, Bada'i’ sana’i’ fi tartib al-syara’i’; ataupun
yang ditulis oleh ulama sesudahnya, seperti Ibnu Qudamah
(541-620H./1147-1223 M.) dari madzhab Hanbali dalam
karyanya, al-Mughni.

Usaha Ibnu Rusyd dalam merangkum (talkhis)

LKKI 2021




pendapat semua madzhab tersebut sangat membantu kita
dalam memahami dalil dan Metodologi yang dipakai ulama
madzhab dalam mendasarkan pendapatnya. Pada giliran-
nya, perbedaan pendapat antar madzhab sudah barang tentu
merupakan suatu hal yang lumrah, wajar terjadi dan mudah
dimaklumi, akibat adanya perbedaan Metodologi usul figh
yang melandasi pendapat dari masing-masing madzhab.
Karenanya, memahami dalil dan Metodologi penalaran yang
melatari penetapan hukum figh itulah, ilmu usul figh menjadi
kian penting untuk dipelajari. Sebab secara rasional dapat di-
buktikan, tidak akan mungkin bisa sampai pada satu pene-
tapan hukum figh, tanpa melalui proses usul figh. Dari situ,
penerbitan buku mengenai ilmu usul figh menemukan signifi-
kansinya dan memiliki arti penting dalam menjelaskan dan
memahamkan Metodologi penalaran dalam penetapan hu-
kum Islam.

IV
To Publish or To Perish...

Berangkat dari pemikiran akan pentingnya memahami
metodologi usul figh secara komprehensif sebelum menetap-
kan produk hukum figh, risalah sederhana ini pun secara seri-
us digarap dan diikhtiarkan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini mulanya hany-
alah kumpulan makalah yang dipresentasikan dan didiskusi-
kan bersama per minggu selama pembelajaran dan pengaja-
ran mata kuliah Ushul Figh Il yang kami asuh pada Program
Studi llmu Agama Islam (IAl), Konsentrasi Figh Modern,
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh tahun 2020. Dalam proses penyiapan itu,
ada banyak tahapan yang telah dilalui: mulai dari penentuan
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tema, pencarian bahan, penulisan, diskusi, hingga perbaikan
makalah kembali.

Alhasil, jadilah ia sekumpulan makalah yang memba-
has tema besar dalam kajian ilmu usul figh, mulai dari pemba-
hasan mengenai hukum syara’, dalil hukum hingga Metodologi
penalarannya. Secara Metodologi penulisan, semua makalah
buku ini bersandarkan kepada studi kepustakaan (library
research) sebagai bahan primer, sebab menyangkut pemaha-
man dan mengenai pemikiran hukum Islam.

Buku yang berisi kumpulan makalah ini terdiri dari
sepuluh judul artikel, ditulis oleh sepuluh orang berbeda
secara serius, yang selanjutnya dibagi menjadi empat bab,
masing-masing: hukum syariat dan Metodologi ijtihad; per-
masalahan qat’i dan zanni dalam dua sumber hukum utama,
Al-Qur’an dan Sunnah; Metodologi penalaran dalam usul figh;
serta dalil hukum yang diperselisihkan, namun berlandas-
kan pada teori kemaslahatan, seperti sadd az-zari‘ah dan al-
maslahah al-mursalah.

Memang dari berbagai sisi, ada banyak kelebihan dan
kelemahan yang didapati dalam berbagai tulisan makalah
ini, baik menyangkut content maupun hal teknis penulisan
lainnya. Namun segala tahapan yang telah dijalani tadi, ten-
tu, amat sangat layak untuk diapresiasi. Sangat disayangkan
kemudian, bila hasil usaha sungguh penuh serta kerahan pe-
mikiran mendalam mahasiswa pascasarjana ini hanya men-
jadi setumpuk kumpulan makalah yang tersimpan, baik di
dalam laptop /PC, maupun dalam lemari terkunci. Sekali lagi,
karya apik mahasiswa pascasarjana ini terlalu sayang jika
hanya diposisikan demikian.

Dihadapkan pada situasi begitu, kita pun seperti
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mendapat isyarat pembenaran lewat ungkapan: to publish or
to perish? Kumpulan makalah ini, dengan segala kerendahan
hati, memang jauh dari kata sempurna. Namun ikhtiar gigih
para mahasiswa pascasarjana Figh Modern dalam penyiapan
makalah hingga perbaikan dan penerbitan karya ini, sekali
lagi, amat layak untuk diapresiasi, setidaknya pada ikhtiar
mereka dalam memperkenalkan isu dan tema-tema besar
dalam ranah kajian ilmu usul figh.

Sedianya, keberanian untuk mempublikasi karya ini
juga diharapkan mendapat apresiasi hangat dan tegur sapa
pembaca sekalian berupa masukan perbaikan dan kritikan
membangun, yang memang tentunya sangat kita harapkan
untuk penyempurnaan di masa mendatang,

Kepada Allah Swt. jualah kita serahkan segala usaha
dan amal terbaik yang dilakukan. Kepada-Nya pula kita mo-
hon semua ampunan. Wallahu yahdi ila sawa’i al-sabil.

Lhokseumawe, 15 Februari 2021

Dr. Husni Mubarrak A. Latief Lc., MA
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Penulis

Segala puji hanya milik Allah Swt. yang senantiasa
melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, Shalawat serta salam
selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw. suri tauladan dan
cahaya petunjuk bagi umat sedunia. Semoga syafa’atnya
mengiringi kita di hari akhirat nanti. Amin.

Berkat limpahan rahmat Allah Swt, penulis mampu
menyelesaikan buku ini untuk memahami dan mendalami
khazanah pemikirian ulama ushul figh secara proporsional di

satu sisi, dan juga guna menyelesaikan tugas pada mata kuliah
Ushul Figh II di Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Naskah yang ada di hadapan pembaca ini, mulanya
adalah kumpulan tugas para mahasiswa/i S2 Program Studi
[Imu Agama Islam, Konsentrasi Figh Modern, Pasca Sarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada mata kuliah Ushul Figh Il. Para
mahasiswa yang tergabung dalam penulisan karya ini terdiri
dari: Aufa Naufa, Rahmiadi, Junaidi, Khairul Yasir, Muhammad
Agus Andika, Muhammad Habibi, Yusrizal, Nur Hanifah,
Adlina, dan Heri Safrijal. Kumpulan makalah itu kemudian
dikembangkan secara komprehensif dan menyeluruh serta
utuh di bawah bimbingan Dr. H. Husni Mubarrak. A. Latief Lc,,
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MA. (pengasuh mata kuliah Ushul Figh II).

Tujuan penulisan ini ialah untuk menjelaskan Ushul
Figh secara keseluruhan, maka di dalamnya memuat tentang
Metodologi penalaran yang ada dalam ushul figh, baik itu
penalaran bayani, penalaran talili dan penalaran istislahi. Di
dalamnya juga memuat pembahasan tntang dalil-dalil dan
pembahasan yang berkaitan dengan al-hukm al syar’iy.

Lebih lanjut, kumpulan tulisan ini diharapkan dapat
mengisi kekosongan dan memberikan dorongan kepada
para sarjana khususnya, masyarakat secara umum yang
peduli dengan ushul figh agar dapat terus memikirkan
hingga menghasilkan kaidah-kaidah ushul figh yang
berkonteks kebaharuan, serta diharapkan buku ini dapat
menjadi alternatif kekinian dalam kajian ilmu ushul figh
bagi para mahasiswa/i di Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam (PTKI). Karena itu, meskipun tulisan ini masih dalam
bentuk yang relatif sederhana, penulis berharap tulisan ini
dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama
para mahasiswa/i yang sedang melakukan kajian ilmu ushul
figh, sehingga dapat memancing minat mahaisiwa/i untuk
terus meneliti dan mengkaji, serta memberikan sumbangan
pemikiran yang dapat menyebabkan adanya pembaharuan
figh, begitu juga ilmu ushul figh akan terus berakrelarasi
hingga nanti memperoleh momentumnya tersendiri.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyiapan
buku ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
utamanya para mahasiswa Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, dan dosen pengampu mata kuliah Ushul Figh

Il (Dr. H. Husni Mubarrak A. Latief, Lc. MA). Juga kepada
semua pihak yang telah membantu sejak penyiapan tulisan,
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melalui diskusi dan pertanyaan-pertanyaan baik di dalam
kelas maupun diskusi lepas, sampai ketika telah disusun
dan dituangkan dalam bentuk tulisan, melalui kritik dan
koreksi keredaksian, maupun berbagai saran dan usul untuk
kesempurnaan, penulis haturkan banyak terima kasih secara
tulus dari sanubari yang paling dalam.

Kemudian, kritik dan saran sangat penulis harapkan
dari para pembaca, dengan senang hati dan lapang dada
diterima, serta Insya Allah akan penulis gunakan untuk
perbaikan dan penyempurnaan pada cetakan dan edisi yang

akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt lah penulis
memohon ampun, serta memohon hidayah dan petunjuk-Nya
untuk mencerahkan hati dan nurani, sebab hanya Allah Swt
lah sebaik-baik Zat untuk mempersembahkan segala amal
dan bakti, serta kepada-Nya pula lah diminta perlindungan,
keteguhan, kesungguhan dan ketetapan hati. Amin Ya Allah!

Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 5 Februari 2021

Penulis
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Bab Satu

HUKUM SYARIAT DAN
Metodologi IJTIHAD




KONSEP AL-HUKM AL-SYAR'I
DALAM KAJIAN USUL FIQH

Junaidi, S.H.
191009002@ | o id

Abstrak: Tulisan ini mengkaji persoalan hukum syari dalam
usul figh berikut pembagian dan klasifikasinya. Hukum syar‘i
sebagaimana takrifan yang disepakati mayoritas ulama
diartikan sebagai khitab (firman) Allah yang mengatur amal
perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtida (perintabh,
larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk
meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi mukalaf untuk
memilih antara melakukan atau tidak melakukan), atau wad'i
(ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat,
atau mani‘/penghalang). Untuk mendukung pembahasan
tersebut, dalam makalah ini turut disertakan pula pengkajian
mengenai hakim sebagai penetap dan pembuat hukum
syariat; serta mahkum fih atau perbuatan mukallaf yang
dikenai hukum syari. Dengan menggunakan Metodologi
deskriptif analisis, tulisan ini memakai pendekatan library
research serta bahan lain yang mendukung.

Kata Kunci: Al-Hukm Al-Syar’i, Taklifi dan Wad'i

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang hukum syara’ merupakan bagian

dari objekggmjian terpenting dalam ilmu usul figh. Bahkan
o avars T . N v
I dori N utamanya
Dikarenakan - pentingnya _"
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B pembahasan M tericbih dulu (IR

o puroey
-‘berarti turut _ pula diskusi _ hal
B verkaitan [ - bagian hukum

syari: kepada hukum taklifi dan hukum wad’. Berikutnya

pembicaraan tentang hakim, al-mahkum fth, dan al-mahkam
‘alaih. Tulisan ini akan menguraikan konsep hukum syara’
dalam kajian usul figh secara lebih lengkap dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Defir“'il' al-Hukm

I usul

aaas ) elaiily il Jladly gl ¢ il Clas

Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan
seorang mukallaf, baik berupa iqtida (perintah, larangan,
anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan),
takhyir (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara
melakukan dan atau meninggalkan), atau Wad'i (ketentuan
yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani‘/
penghalang).!

Wahbah Az-Zuhaili memasukkan sahih, fasid (batal),
‘azimah dan rukhsah ke dalam hukum wad‘i.?

1 Saipuddin Shidiq, Usul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),

cet. ke-2, hlm. 121.
Junaidi, SH. I

2 Ibid., hlm. 122.




hadis-hadis _ dikatagorikan

=
=
=
=
0
l

e
=
=
a9
g
=
=
[l

Secara garis besar, para ulama usul figh membagi hukum
kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad.
Hukum taklifi menurut para ahli usul figh adalah ketentuan-
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ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung
dengan perbuatan orang mukalaf, baik dalam bentuk perintah,
anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak
melakukan atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih
untuk berbuat atau meninggalkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wad'i adalah:
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab,
syarat dan mani’ (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan
untuk melakukan hukum taklifi).

Ada dua perbedaan mendasar antara hukum taklifi dan
hukum wad 7:

1. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah,
larangan atau memberi pilihan terhadap seorang
mukalaf, sedangkan hukum wad% berupa penjelasan
terhadap hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi.

Misalnggg hukum taklifi menjelaskan bahwa salat lima
mktu_ oleh NN

wad T i
tengah [
salat -

B o/

sebab dan
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Penje
disebutkan

‘n terhadap dua model hukum sebagaimana

B Hukum Takliifi

Hukum yang berupa perintah, larangan, dan alternatif
untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.
Hukum taklifi dapat dilihat dari dua aspek yang meliputi
aspek tuntutan dan aspek pilihan. Pembagian hukum taklifi
berdasarkan aspek tuntutan terbagi menjadi dua yaitu, hal
apa yang dituntut serta bagaimana bentuk tuntutannya.
Dari aspek apa yang dituntut, hukum taklifi terbagi menjadi
dua: yaitu hal yang dituntut untuk dilakukan dan hal yang
dituntut untuk ditinggalkan. Dilihat dari bentuk tuntutannya,
hukum taklifi dibagi menjadi dua: yaitu tuntutan pasti dan
tuntutan tidak pasti. Dan hukum taklifi dilihat dari aspek
pilihan terbagi pula menjadi dua bagian: yaitu pilihan untuk
melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan perbuatan
tersebut.® Atau berdasarkan pendapat jumhur ulama, hukum
taklifi dilihat dari bentuk tuntutannya dapat dibedakan
menjadi empat jenis:

a. Perintah melakukan perbuatan secara tegas dan
pasti atau biasa disebut ijab, perbuatannya disebut
dengan wajib dan pengaruh perbuatannya disebut
wujub. Hukum yang bersifat wajib yaitu perbuatan
yang menghasilkan pahala bagi yang melakukan dan
menghasilkan dosa bagi yang tidak melakukan atau
melanggarnya. Sebagai contoh, perintah mengerjakan
salat wajib lima waktu.! Perkara yang bersifat wajib

3 Suyatno, Dasar-Dasar [Imu Figih & Usul figh, (Yogyakarta:Ar-Ruzz
ig, 2016), hlm. 111.
4 usu! |

2012), hlm. 7.
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ini dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

Pertama, Wajib dari segi tuntutan yang pasti dan tidak
pasti:

1) Wajib mu'‘ayyan, vyaitu perbuatan yang
tuntutannya sudah jelas. Sebagai contoh,
kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap
rakaat salat.

2) Wajib mukhayyar, yaitu kebolehan memilih satu
tuntutan dari tuntutan yang telah diberikan.
Sebagai contoh, memilih kafaratnya orang yang
melanggar sumpah di mana ada tiga (tiga) opsi
yang ditawarkan yaitu memberi makan sepuluh
fakir miskin, memberi pakaian sepuluh orang

miskin atau memerdekakan budak.

Kedua, Wajib dilihat dari segi ketersediaan waktu untuk
melaksanakannya:*®

1) Wajib mudayyaq, manakala waktu yang
dibutuhkan untuk melaksanakan perkara wajib
sama dengan waktu yang telah ditentukan untuk
melaksanakan perbuatan tersebut. Sebagai
contoh, kewajiban menunaikan puasa Ramadan
selama sebulan penuh.

2) Wajib muwassa, manakala tersedianya waktu
lebih banyak untuk melaksanakan perkara
wajib daripada waktu yang dibutuhkan. Hal ini
memungkinkan mukalaf untuk memilih waktu
melaksanakan perkara wajib selagi masih ada

5 Figih [l vsu! [
| 2006), hlm. 44.
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batas waktu. Sebagai contoh, salat Asar.

Ketiga, Wajib dilihat dari orang yang dibebani perkara:®

)

2)

Wajib ‘ain, yaitu perkara wajib yang harus
dilaksanakan oleh semua mukalaf. Misalnya,
kewajiban melaksanakan puasa Ramadan.

Wajib kifayah, yaitu perkara wajib yang berlaku
secara kolektif. Apabila ada di antara mukalaf
yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut
maka mukalaf yang lain kewajibannya ikut gugur.
Misalnya, kewajiban mengurus jenazah.

Keempat, Wajib dilihat dari kadarnya.’

1)

2)

Wajib Muhaddad, yaitu perkara wajib yang telah
ditentukan jumlah dan kadarnya. Sebagai contoh,
jumlah rakaat salat wajib.

Wajib Ghayru Muhaddad, perkara wajib yang
tidak ada ketentuan jumlah dan kadarnya.

Sebagai contoh, kewajiban menuntut ilmu.

Berkaitan dengan kewajiban dalam hukum taklifi,

mayoritas ulama usul figh tidak membedakan antara perintah

yanggat‘idan zanni. Keduanya dikelompokkan dalam halwajib

atau fardu. Namun, ulama mazhab Hanafi membedakannya, di

mana mereka berpendapat bahwa perintah yang qat7 disebut
fardu sedangkan yang zanni disebut wajib.?

b. Perintah melakukan perbuatan yang dilakukan

secara tidak tegas dan pasti atau disebut dengan

6

20~

Ibid, hlm. 45.

(Fakultas Syariah

istinbach NN,

Surabaya), hlm. 132.
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nadab. Perbuatannya disebut dengan mandub atau
sunnah atau mustahab. Pengaruh perbuatannya
disebut dengan nadab juga. Perkara yang mandub ini
merupakan perkara yang tidak mengikat, sehingga
pelakunya akan mendapat pahala, sedangkan
pelanggar perbuatannya juga tidak mendapat apa-
apa. Sama seperti wajib, mandib/sunnah juga dibagi
kepada empat bagian, yaitu:’

Pertama, Sunnah ‘ain, yaitu perkara yang dianjurkan
bagi setiap mukalaf. Misalnya, sunahnya salat sunah
rawatib.

Kedua, Sunnah kifayah, yaitu perkara sunah yang
dianjurkan dengan cukup dipenuhioleh salah seorang
dari semua mukalaf. Sebagai contoh, mendoakan
orang yang bersin.

Ketiga, Sunnah muakkad, yaitu sunah yang banyak
dikerjakan Rasululah dan hampir tidak pernah
ditinggalkan sehingga sangat dianjurkan bagi setiap
mukalaf. Sebagai contoh, salat Idul Fitri.

Keempat, Sunnah ghayru muakkad, yaitu sunnah yang
biasa dikerjakan Rasulullah Saw.,, namun tidak selalu
dikerjakan, sebagai contoh, bersedekah kepada fakir
miskin,

Perintah menghindari suatu pebuatan yang
dilakukan secara tegas dan pasti yang disebut
tahrim. Perbuatannya disebut haram dan pengaruh
perbuatannya disebut hurmah. Perkara yang haram
menimbulkan dosa bagi pelakunya dan menimbulkan

9

Alaiddin Koto, Illmu Figih dan Usul Figh, hlm. 47.
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pahala bagi yang menjauhinya.'” Perkara haram
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama, haram yang bersifat mutlak dikarenakan
perbuatan itu sendiri. Sebagai contoh membunubh,
mencuri dan lain sebagainya.

Kedua, haram karena ada penyebab yang membuat
perbuatan tersebut menjadi haram. Sebagai contoh,
jual beli dengan sistem riba.'

Perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan,
tetapi tuntutan tersebut tidak bersifat pasti dan
tegas. Perkara ini biasa disebut dengan karahah,
pengaruh perbuatannya juga disebut karahah,
sedangkan perbuatannya disebut makrith.'* Perkara
yang makruh ini dibedakan menjadi dua yaitu:

Pertama, Makruh tanzih, semua perbatan yang
lebih dianjurkan untuk meninggalkannya daripada
melakukannya. Sebagai contoh: merokok.

Kedua, Makruh tahrim, yaitu semua perbuatan yang
larangannya tidak pasti atau berasal dari dalil yang
zanni. Misalnya, memakan daging ular.

Perkara yang oleh Allah Ta‘ala tidak diperintahkan
untuk dilaksanakan dan tidak pula dilarang jika
mengerjakannya. Perkara seperti ini disebut dengan
ibahah, pengaruh perbuatannya juga disebut dengan
ibahah dan pebuatannya disebut dengan mubabh.
Perbuatan ini tidak menimbulkan pahala ataupun
dosa bagi pelakunya.'? Secara garis besar, perkara

10
11
12

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Usul Figh, hlm. 7.
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mubah dapat dibedakan menjadi:

Pertama, Segala perbuatan yang kebolehannya
secara pasti dijelaskan dalam dalil syara’. Sebagai
contoh, kebolehan mengucapkan sumpah dengan
tanpa disengaja, hal ini sebagaimana tersebut dalam
Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 225:

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),
tetapi Allah menghukum kamu  disebabkan
(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah)
oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.

Kedua, Segala perbuatan yang kebolehannya tidak
disebutkan secara pasti oleh dalil syara’, tapi ada
perintah untuk melaksanakannya berdasarkan
qgarinah (bersifat boleh, bukan wajib). Misalnya,

perintah berburu seusai melaksanakan haji. Tersebut
dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2, bahwa:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
melanggar syi’ar-syi‘ar Allah, dan jangan melanggar
kehormatanbulan-bulanharam,jangan(mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang
qala-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah
berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian{mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu
berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
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menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat
siksa-Nya.

Ketiga, Segala perbuatan yang tidak dijelaskan
kebolehan dan ketidakbolehannya secara jelas dan
pasti dalam dalil syara’. Hukumnya dikembalikan
pada hukum bar a‘at al-asliyyah (bebas menurut
asalnya) selagi tidak ada dalil yang melarangnya.
Sebagai contoh: jual beli.'*

2. Hukum Wad'i

Hukum wad'i adalah segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan hukum taklifi, sehingga dapat dikatakan
bahwa hukum wad'i tidak berhubungan langsung dengan
tuntutan Allah (hukum taklifi), melainkan terkait dengan
pelaksanaannya baik mencakup sebab, syarat, mani’, sah dan
batal. Beberapa ulama uwsul figh memasukkan rukhsah dan
‘azimah ke dalam pembahasan hukum wad‘i.** Hukum wad'i
dapat timbul ketika ada keterikatan antara dua subjek. Dua
subjek tersebut antara lain sabab-musabbab, syarat dan yang
disyaratkan, mani-mamnu’, dan ‘azimah-rukhsah.

Penjelasan tentang hukum wad'i dapat dibagi ke dalam
beberapa kategori, yaitu:

a. Sebab

Sebab adalah segala sesuatu yang menjadikan ada atau
tidaknya suatu hukum. Sebab: yaitu tanda atau tolak ukur atau

13 Alaiddin Koto, llmu Figih,... hlm. 47-48.
14  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar..., hlm. 18.
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waktu pelaksanaan hukum taklifi. Sebagai contoh, datangnya
Idul Fitri ditandai dengan kemunculan hilal.

Mazhab Hanafi membedakan sebab kepada enam (6)
macam, yaitu:

Pertama, Sebab di luar kemampuan mukalaf, atau dalam
hal ini seperti keadaan darurat. Sebagai contoh: kebolehan
memakan bangkai karena tidak memiliki makanan lagi.

Kedua, Sebab di dalam kemampuan mukalaf.

Ketiga, Menghendaki keterikatan sebab-musabbab.
Sebagai contoh: menikah menimbulkan munculnya kewajiban
kepada suami atau istri.

Keempat, Mengerjakan sebab dan secara otomatis
mengerjakan musabbab baik sengaja maupun tidak sengaja.
Seperti: hukuman gissas dalam pembunuhan.

Kelima, Orang yang mengerjakan sebab beserta syarat
dan ketiadaan penghalang, maka tidak dapat mengelak dari
musabbab-nya. Adanya hak milik melalui jual beli. Meskipun
tidak mau memiliki, ia tidak bisa lepas dari hak tersebut.

Keenam, Sebab yang dilarang akibat menimbulkan
mudarat atau tidak menghendaki kemaslahatan.'®

b. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya tidak selalu
menimbulkan hukum. Jadi, syarat dan sebab dapat dikatakan
sama, yaitu sama-sama menimbulkan hukum, tapi syarat
tidak dapat selalu menimbulkan hukum. Sebagai contoh,

terlihatnya hilal merupakan sebab datangnya Idul fitri tapi

15  Muhammad Nur Ali, “Perbuatan dan Tanggung Jawab Hukum Dalam
Konsep Usul Figh", Jurnal An-Nahdhah, (Jambi: STAIN Maarif),
hlm.6.
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setelah melaksanakan wudhu, seseorang belum dikatakan
bahwa salatnya sah karena untuk melaksanakan salat juga
harus menghadap kiblat. Dari segi peletakannya, syarat itu
sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama, Rukun adalah segala sesuatu yang dipenubhi
saat melaksanakan suatu hukum atau masuk dalam rangkaian
hukum tersebut. Sebagai contoh, membaca Surat Al-Fatihah
dalam salat.

Kedua, Syarat adalah segala sesuatu yang dipenubhi
sebelum melaksanakan suatu hukum dan dilakukan diluar
pelaksanaan hukum tersebut. Sebagai contoh, pelaksanakan
wudhu sebelum salat.'®

c. Sah dan Batal

Sah dan batal merupakan hasil pelaksanaan hukum
taklifi yang dikaitkan dengan hukum wadi. Manakala
dalam melaksanakan hukum taklifi, hukum wad%-nya telah
dipenuhi atau tidak terdapat mani‘, maka pelaksanaan hukum
taklifi tersebut dihukumi sah. Sebaliknya apabila dalam
melaksanakan hukum taklifi, hukum wad‘i-nya tidak dipenuhi
seluruhnya atau adanya mani‘, maka pelaksanaan hukum
taklifi tersebut dihukumi batal.

d. Azimah dan Rukhsah

Istilah ‘azimah diartikan sebagai sesuatu yang berlaku
secara umum tanpa melihat situasi dan kondisi. Sebagai
contoh: kewajiban salat bagi seluruh mukalaf. Sedangkan
rukhsah diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan adanya
pengecualiandikarenakansuatuuzurtertentu. Sebagaicontoh,
kebolehan meng-gasar salat bagi musafir Adanya rukhsah

16  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar..., hlm. 20.
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ini dilatarbelakangi oleh kaidah "kesulitan menyebabkan
adanya kemudahan”. Azimah dan rukhsah berkaitan dengan
hukum taklifi dan hukum wad% didasarkan pada kesesuaian
pelaksanaannya dan dalil awal yang berkaitan dengannya.

Bentuk-bentuk rukhsah di antarannya: 1) Adanya
pembatalan  kewajiban.  Contoh:  kebolehan  tidak
melaksanakan salat jumat bagi laki-laki yang sakit. 2) Adanya
pengurangan kewajiban. Contoh: kebolehan meng-gasar
salat. 3) Kebolehan mengganti kewajiban. Contoh: kebolehan
mengganti puasanya orang tua dengan fidiah. 4) Penangguhan
kewajiban. Contoh: salat jamak ta’khir. 5) Pendahuluan
pelaksanaan kewajiban. Contoh: salat jamak taqdim.

1. Al-Hakim

Kata hakim secara etimologi adalah “orang yang
memutuskan hukum”. Dalam kajian usul figh, Al-Hakim adalah
zat yang mengeluarkan hukum. Dialah yang menyuruh,
melarang, mewajibkan, mengharamkan dan memberi
pahala atau siksa. Dengan demikian, Al-Hakim adalah Allah
Ta‘ala. Imam mujtahid sepakat akan hal ini dan tidak ada
perselisihan. Tidak ada hukum kecuali apa yang diputuskan-
Nya, tidak ada syariat kecuali apa yang disyariatkan-Nya. Hal
tersebut didasarkan pada Al-Qur’an Allah Ta‘ala, berfirman
dalam surah al-An‘am ayat 57 sebagai berikut:

Artinya: Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas
hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedang kamu
mendustakannya. tidak adapadaku apa(azab)yang kamu
minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan
hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang
sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling

baik’
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Berdasarkan dalil di atas, tidak ada kekuasan
mengeluarkan hukum selain Allah Ta‘ala. Tugas Rasul hanya
menyampaikan hukum-hukum Allah Ta‘ala. Hal yang menjadi
perselisihan antara umat Islam terletak pada cara bagaimana
hukum Allah Ta‘ala itu bisa diketahui. Apakah hukum Allah
Ta'ala dapat diketahui dengan sendirinya melalui akal tanpa
perlu ada perantara Rasulullah? Ataukah hukum Allah Ta‘ala
hanya akan diketahui melalui rasul, dengan kata lain akal

tidak tidak dapat mengetahui um Allah Ta‘ala. Dalam hal
ini para ulama terbagi menjadi

dapat dibagi menjadi dua: Pertama, Perbuatan yang
sifat baik dan buruknya bersifat esensial. Berkata
benar sepanjang esensialnya baik adalah baik,
dan sebaliknya berbohong sepanjang esensialnya
adalah buruk. Demikianlah halnya sifat-sifat terpuiji,
sepanjang esensialnya adalah baik sehingga akal
pikiran manusia mampu menyatakan bahwa hal itu
baik setiap kali menyaksikannya. Sebaliknya sifat
tercela sepanjang esensialnya adalah buruk sehingga
akal pikiran manusia mampu menyatakan bahwa hal
itu buruk setiap kali menyaksikannya. Akal pikiran
manusia menurut aliran ini mampu mengenal baik
dan burukada yang tanpa memerlukan renungan dan
ada yang membutuhkan renungan (nazary). Kedua,
Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diketahui
oleh akal, nilai baik dan buruknya, seperti ibadah
dan cara-caranya. Dan memerlukan wahyu untuk
mengetahui baik dan buruknya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Abu al-Husein al-
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Basri (w.436 H/1044 M), seorang tokoh Mu'tazilah,
dalam bukunya al-Mu‘tamad (Juz 1/370), membagi
akal perbuatan manusia menjadi dua: Pertama,
perbuatan ‘aqliyah, yaitu perbuatan yang hukumnya
dapat diketahui dengan akal pikiran. Kedua,
perbuatan syariyah, yaitu perbuatan di mana syara’
ikut menentukan hukum dan bentuknya. Perbuatan
dalam hal ini terdiri dari dua macam: 1) Perbuatan
di mana hanya dengan syariat dapat diketahui
hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah
bagi pelakunya. Misalnya, ibadah salat. 2) Perbuatan
di mana syara’ berperan mengubah, menambabh,
atau mengurangi persyaratan-persyaratannya yang
telah diketahui akal pikiran. Dalam hal ini syariat
memodifikasi suatu perbuatan, sehingga disebut
sebagai perbuatan yang bersifat syarf.

B vaturidiyah I

ada
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aliran ini, akal hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami
wahyu Allah. Sedangkan menurut Mu'tazilah akal menjadi

sumber hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam
Al-Qur’an.

2. Al-Mahkuam Fih

Al-Mahkum Fih adalah perbuatan mukalaf yang
berhubungan dengan hukum syara’. Misalnya dalam firman
Allah: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu”. (QS. al-Maidah ayat 1).

Kewajiban yang diambil dari khitab ini adalah
berhubungan dengan perbuatan mukalaf, yaitu memenubhi
janji yang kemudian dijadikan hukum wajib. Syarat-syarat sah
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tuntutan dengan perbuatan yaitu:

Pertama, Tuntutan perbuatan itu harus diketahui
mukalaf secara jelas, sehingga ia mampu melaksanakannya
sebagaimana yang dituntutkan. Misalnya firman Allah Ta'ala:
“Dirikanlah salat...”, (QS. al-Baqgarah: 43). Oleh karena nas
tersebut masih global, Rasulullah menjelaskannya dengan
sabda beliau: “Salatlah kalian, sebagaimana kalian melihatku
melaksanakan salat”.

Kedua, Hendaknya diketahui bahwa tuntutan itu
keluar dari orang yang punya kekuasaan menuntut dan dari
orang yang hukumnya wajib diikuti mukalaf. Karena dengan
pengetahuan ini, keinginan mukalaf akan mengarah untuk
mengikuti tuntutan itu.

Ketiga, Perbuatan yang dibebankan kepada mukalaf
harus berupa sesuatu yang mungkin, atau mampu dilakukan
atau dihindari oleh mukalaf. Dari sini ada dua cabang: 1)
tidak sah menurut syara® pembebanan yang mustahil, baik
mustahil sebab perbuatan itu sendiri atau mustahil sebab
yang lain. 2) tidak sah menurut syara® membebani seorang
mukalaf agar orang lain berbuat atau meninggalkan suatu
perbuatan. Karena melakukan atau meninggalkan perbuatan
orang lain itu tidak mungkin bagi dirinya sendiri.

PENUTUP

Dari pembahasan sebagaimana dijelaskan diggmtas,

dapatlah ditarik beberapa kesimpulan bahwa Al-

I menetapkan N

atau - menemukan - yang menjelaskan hukum,
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- memperkenalkan hukum dan yang menyingkap hukum.
Al-Hakim yang mutlaq hanyalah Allah Swt. Namun, dengan
adanya manusia maka untuk menegakkan hukum-Nya, Allah
mengutus Rasulullah untuk menyampaikan risalah tersebut.
Kemudian setelah Nabi Muhammad Saw. tiada, tugas itu
menjadi tugas para mujtahid, ulama, serta umat muslim
itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah Swt. Mahkum
fth adalah perbuatan seorang mukalaf yang berhubungan
dengan perintah syara’, baik itu tuntutan untuk mengerjakan
atau meninggalkan, maupun memilih pekerjaan yang bersifat
syarat, sebab, halangan, ‘azimah, rukhsah, sah dan batal.

Mahkum fih ialah objek hukum yaitu perbuatan mukalaf
yangberhubungandenganhukumsyari, yangbersifattuntutan
mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu
pekerjaan dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, ‘azimah,
rukhsah, serta halangan. Mahkim ‘alaih ialah seorang mukalaf
yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara”
Mahkiam ‘alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai
titah Allah, yaitu mukalaf atau manusia yang menjadi objek
tuntutan hukum syara’. Mahkim ‘alaih berarti orang mukalaf
(orang yang layak dibebani hukum taklifi).
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